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Menimbang

Mengingat 21.

BUPATI ACEH SELATAN,

: bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 12 Rancangan
Oanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor Tahun 2021 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun
Anggaran 2020,

Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092):
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569),
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851):

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286),

4.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355),

5.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400):

6.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),

7.

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),

8.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4633),
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679):
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340),
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575):
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155):
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614):
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693),
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165),
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6279),
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272),
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 604 1),

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057):
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322):Ne

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah
Daerah,
Oanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008
Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Ganun Kabupaten
Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Ganun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2015 Nomor 4):
Ganun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh
Selatan Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Kabupaten Aceh Selatan Nomor 2):
Oanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2019 Nomor 6):
Oanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh
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Selatan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Kabupaten Aceh
Selatan Tahun 2020 Nomor 2),

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

MEMUTUSKAN :

PERTANGGUNG

BELANJA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2020 terdiri atas :

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah
b. Pendapatan Transfer
c. Lain-lain pendapatan yang sah

Jumlah Pendapatan

2. Belanja
a. Belanja Operasi :

1)
2)
3)
4)

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Subsidi
Belanja Hibah

5) Belanja Bantuan Sosial

b. Belanja Modal:
1)
2)

3)

4)

5)

Belanja Modal Tanah
Belanja Modal Peralatan
dan Mesin
Belanja Modal Gedung dan
Bangunan
Belanja Modal Jalan, Irigasi
Dan Jaringan

Belanja Modal Aset
Tetap Lainnya

Jumlah Belanja Modal

3. Belanja Tak Terduga
a. Belanja Tak Terduga

4. Transfer
a.Transfer Bagi Hasil Pendapatan
b.Transfer Bantuan Keuangan

Jumlah Transfer

Jumlah Belanja dan Transfer

Surplus / (Defisit)

5. Pembiayaan
a. Penerimaan
b. Pengeluaran

Rp
Rp
Rp
Rp

134.381.481.918,13
1.084.3802.391.925,00
140.494.092.085,00

1.359.677.965.928,13

550.863.906.734,00
271.148.277.744,00

0,00
70.238.849.048,20
25.658.999.000,00

917.910.032.526,20

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp
Rp

2.294.980.000,00
49.253.406.876,00

Rp 53.177.627.157,00

Rp 64.361.974.464,73

Rp 5.143.956.030,00

Rp 174.231.944.527,73

Rp 9.195.959.085,94

Rp 1.886.151.424,00
Rp 272.855.208.642,00

Rp 274.741.360.066,00

Rp1.376.079.296.205,87

(Rp 16.401.330.277,74)

Rp 21.946.330.289,38
Rp 0,00
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Jumlah pembiayaan netto Rp 21.946.330.289,38

Sisa lebih pembiayaan anggaran Rp 5.545.000.011,64
Tahun berkenan

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Aceh Selatan
ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 dirinci lebih lanjut kedalam penjabaran laporan realisasi
anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundanganPeraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita KabupatenAceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 9 Agustus 2021 M

O Dzulbijjah 1442 H

BUPAM SELATAN

Diundangkan di Tapak
pada tanggal 9 Agus

30 Dzulhijjah 1442 H
2021 M

Plt.SEKRETARIS DA H KABUPATEN ACEH SELATAN,
“

SAID AZHA
BERITA KABUPATEN ACEH S TAN TAHUN 2021 NOMOR 18
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